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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

Pemohon,  NIK xxx,  tempat  dan tanggal  lahir:  Padang,  30  Mei  1993,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Buruh

Harian  Lepas,  tempat  kediaman  di  xxx,  Kecamatan

Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir: Padang, 10 Januari 1994,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang

Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah  membaca dan mempelajari berkas perkara;

    DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah  mengajukan surat  permohonannya tanggal  13

November  2024 yang  telah  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Padang dalam register Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 13 November

2024 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1.  Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2019, yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
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Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor: 534/2/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019; 

2.  Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

orang  tua  Termohon  di  xxx,  Kecamatan  Padang  Timur,  Kota  Padang,

Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3.  Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

bergaul  sebagaimana layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  1 (satu)

orang  anak  yang  saat  ini  berada  dibawah  pengasuhan  Termohon  yang

bernama xxx, lahir di Padang tanggal 24 Oktober 2020, pendidikan saat ini

belum sekolah;

4.  Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak  bulan Juni tahun 2020 rumah

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan

Termohon sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena :

4.1. Termohon tidak bersyukur  dengan penghasilan yang didapatkan

oleh Pemohon;

4.2. Termohon  selalu  menuntut  Pemohon  untuk  bisa  memenuhi

kebutuhan Termohon yang banyak keinginan; 

4.3. Termohon  sering  membandingkan  kehidupan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon dengan kehidupan rumah tangga orang lain; 

4.4. Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon

ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi; 

4.5. Termohon  kurang  menjalani  tanggung  jawab  sebagai  seorang

isteri

4.6. Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat

oleh Pemohon; 

5.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon  terjadi  pada  bulan  Januari  2021  yang  disebabkan  antara

Pemohon  dengan  Termohon  terjadi  pertengkaran  disebabkan  karena

Termohon  berselingkuh dengan laki-laki  lain,  hal  ini  di  ketahui  dari  adik

kandung Termohon dan sekarang Termohon telah menikah siri dengan laki-
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laki  selingkuhan  Termohon.  Akibat  dari  pertengkaran  tersebut  pemohon

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah

rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua

Pemohon  di  xxx,  Kecamatan  Koto  Tangah,  Kota  Padang,  Provinsi

Sumatera  Barat  sedangkan  Termohon  tetap  bertempat  tinggal  di  xxx,

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; 

6.  Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama

lebih kurang 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban

suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya; 

7.  Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas,

maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  karena  rumah  tangga  yang  bahagia

mawaddah  warahmah  yang  Pemohon  dambakan  tidak  akan  terwujud,

sehingga  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi.  Oleh  karena  itu,

Pemohon tidak ingin lagi  melanjutkan rumah tangga bersama Termohon

dan  Pemohon  sudah  berketetapan  hati  bercerai  dengan  Termohon  di

Pengadilan Agama;

8.  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai  peraturan

yang berlaku

Berdasarkan  alasan  dan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Padang  c.q  Majelis  Hakim  segera

menentukan  hari  sidang  dengan  memanggil  Pemohon  dan  Termohon,

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  serta  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

 Primer:

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Padang; 

3.  Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang  dan

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Padang  dengan  Relaas  Nomor

1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg.  tanggal  16 November 2024,  tanggal  07 Desember

2025 dan  tanggal  20  Desember  2024,  ketidakhadiran  Termohon  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberikan  nasehat  kepada

Pemohon  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Termohon,

namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat  permohonan Pemohon tanggal

13 November 2024, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa

ada perubahan;

Bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  jawaban  Termohon

tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

-  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  534/2/XII/2019,  tertanggal  05

Desember 2019, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Padang  Timur,  Kota

Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. saksi,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon,

hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama

dan membina rumah tangga terakhir  di  orang tua Termohon di xxx,

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak

bulan Juni 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  Pemohon  dengan  Termohon  bertengkar  karena

ekonomi,  Termohon melalaikan kewajibannya sebagai  seorang ibu

rumah  tangga,  Termohon  mempunyai  laki-laki  idaman  lain  dan

Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dengan  Termohon

bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak

bulan Januari 2021 yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman

bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi; 

- Bahwa sejak berpisah,  saksi  sering menasehati  Pemohon supaya

berbaik  kembali  dengan  Termohon  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga

dengan Termohon;

2. saksi,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  adalah  adik  ipar  Termohon  dan  kenal  dengan

Pemohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama

dan membina rumah tangga terakhir  di  orang tua Termohon di xxx,

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak

bulan Juni 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  Pemohon  dengan  Termohon  bertengkar  karena

ekonomi,  Termohon melalaikan kewajibannya sebagai  seorang ibu

rumah tangga,  Termohon mempunyai  laki-laki  idaman lain  bahkan

sekarang  sudah  menikah  siri  dengan  laki-laki  tersebut  dan  telah

punya anak serta Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Pemohon  dengan

Termohon  bertengkar,  karena  saksi  tinggal  satu  rumah  dengan

Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak

bulan Januari 2021 yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman

bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi; 

- Bahwa sejak berpisah,  saksi  sering menasehati  Pemohon supaya

berbaik  kembali  dengan  Termohon  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga

dengan Termohon;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  tidak  mengajukan  alat  bukti  lain  dan

mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara  lisan menyatakan tetap

dengan permohonannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili maka Majelis

Hakim  berpendapat  Pemohon  patut  dinyatakan  mempunyai  legal  standing

untuk mengajukan perkara ini  (persona standi  in judicio)  dan perkara  a quo

merupakan kompetensi  absolut  dan relatif  Pengadilan Agama Padang untuk

mengadilinya (vide Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 1399 ayat (2) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

para pihak telah dipanggil, hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon

tidak  hadir  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas

yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  sedang  ketidak  hadirannya  itu  tidak

ternyata disebabkan oleh  suatu halangan yang sah,  oleh  karena itu  Majelis

Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut,

sehingga  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Termohon

sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam Kitab Ahkamul

Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

له             لحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حـكام من حاكم إلى دعي من
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Artinya  :  “  Barang  siapa  dipanggil  untuk  menghadap  hakim Islam,

kemudian  tidak  mau  mendatangi  panggilan tersebut  maka  dia  orang  yang

zholim dan gugurlah haknya”;

Upaya damai

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara  maksimal

menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal

7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama  Jis.  Pasal  31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  143  ayat  (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Majelis  Hakim  patut  dan  harus  menyatakan

upaya damai tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah dalam rumah

tangganya terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

kurang  bersyukur  terhadap  uang  nafkah  yang  diberikan  oleh  Pemohon,

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon

suka  berkata  kasar  kepada  Pemohon,  sejak  bulan  Januari  2021  Pemohon

dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya; 

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  telah  mengabaikan  haknya

dengan  tidak  menghadiri  sidang,  namun  untuk  mengetahui  bentuk,  sifat,

kuantitas  dan  kualitas  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  serta  menghindari  kemungkinan  terjadinya  persepakatan  cerai

(agreement to devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim

tetap mewajibakan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh
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dalil-dalil  dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal

283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang,  bahwa di  persidangan  Pemohon telah  mengajukan  bukti

berupa bukti surat dan dua orang saksi dan untuk menilai alat-alat bukti yang

diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti  surat  bertanda “P” adalah salinan dari  surat

yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  berwenang  dan  dalam  bentuk  yang  telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik,

isi  salinan  sesuai  dengan  aslinya,  dan  menerangkan  tentang  keabsahan

pernikahan Pemohon dan Termohon.  Majelis Hakim berpendapat  bukti  surat

bertanda “P” telah memenuhi  syarat formil  bukti  sesuai  Pasal  285 R.Bg Jo.

1868 KUH Perdata dan syarat materil  bukti  sesuai Pasal  2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam.  Dengan  demikian  Pemohon  dan  Termohon  patut

dinyatakan sebagai  suami  istri  sah dan menikah secara  agama Islam pada

tanggal 05 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan

termasuk orang yang dewasa,  cakap bertindak,  dan tidak terhalang menjadi

saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan

Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang

Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  yang  telah  disampaikan

para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa

sejak bulan Januari 2021 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sebelumnya

telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon melalaikan

kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, Termohon mempunyai laki-

laki idaman lain bahkan sekarang sudah menikah siri dengan laki-laki tersebut

dan telah punya anak serta  Termohon  suka berkata kasar kepada  Pemohon
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dan sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon

pulang  kerumah  orangtuanya.  Majelis  Hakim  menilai  kesaksian  para  saksi

Pemohon  tersebut  saling  berkaitan  dan  bersesuaian.  Oleh  karenanya  patut

dinyatakan  telah  memenuhi  syarat  materil  saksi  sesuai  Pasal  308  dan  309

R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan,  keterangan

Pemohon  serta  seluruh  alat  bukti  yang  diajukan  Pemohon  di  persidangan,

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir  sebagai

berikut:

1.  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami  istri  sah,  menikah

dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Desember 2019 dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi,

Termohon melalaikan kewajibannya sebagai  seorang  ibu  rumah tangga,

Termohon  mempunyai  laki-laki  idaman  lain  bahkan  sekarang  sudah

menikah siri dengan laki-laki tersebut dan telah punya anak serta Termohon

suka berkata kasar kepada Pemohon;

3.  Bahwa  sejak  bulan  Januari  2021  sampai  sekarang  Pemohon  dan

Termohon  telah  pisah  rumah,  Pemohon  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama;

4.  Bahwa keluarga tidak berhasil  merukun rumah tangga Pemohon dan

Termohon; 

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa

membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya

dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan

yang  berlaku  (vide Pasal  34  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan;
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Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim menilai  alasan tuntutan perceraian

yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang

adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya

terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri  memperoleh hak

dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang

baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan

dan menafkahi istrinya, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga.

Kewajiban tersebut  tidak akan berjalan dengan maksimal  apabila suami istri

tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di

atas, ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak

Januari  2021  yang  lalu,  Pemohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  benar-benar  sudah  tidak  harmonis  lagi,  dan  kedua  belah  pihak

berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai

suami  istri.  Dengan  demikian  Pemohon  dan  Termohon  patut  dinyatakan

melanggar amanah Pasal  34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2023;

Menimbang,  bahwa  selama  pisah  rumah,  Pemohon  dan  Termohon

terbukti  sudah  tidak  berkomunikasi  dengan  baik,  Majelis  Hakim  menilai

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya

sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh

upaya  damai  dan  sikap  Pemohon  yang  tetap  teguh  ingin  menceraikan

Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai

hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin

sudah  tidak  ada  lagi  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon.  Oleh

karena  itu  Majelis  Hakim  patut  menyatakan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  sangat  sulit  dan  tidak  ada  harapan  untuk  dirukunkan  lagi
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dalam rumah tangga (broken marriage) dan keduanya sudah tidak dapat lagi

menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal  30 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  alasan  permohonan  cerai

talak yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Penjelasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam,  berdasarkan  fakta  hukum terbukti  bahwa  sejak

bulan Januari 2021, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya

Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  perintah  agama  yang  bernilai

ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan

meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam serta norma hukum  dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang

berbunyi:

مّودَةّٗ             بَيَنكَمُ وجََعلَ إليَهاَ ْإ التّسَكنُوُآ مأزَوجَٰٗ ُ ك أنَفُسإ مّن لكَمُ خَلقََ إهإـٓأنَ ءَايتَٰ ننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييننٓـنمزسييومَإن ي ي س مز ن ن ـٓ ن

     َ ََ لَيٓتَٰلقَّومَ إكَ ذلَٰ فإي إنّ إ مورَــحَــمةَـً ومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـومحةتًـو ت ةـً ح

يتَفَكَرُّونَ

Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak

ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  tindakan  untuk  mempertahankan

perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  sebuah  kesia-siaan,  akan

menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik

secara  lahir  maupun  batin  dan  pilihan  dengan  menceraikan  Pemohon  dan

Termohon adalah jalan terbaik  untuk  menyelesaikan masalah rumah tangga
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mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang

berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya : Menolak  kerusakan  lebih  utama  daripada  mengupayakan

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  memandang  permohonan  Pemohon  telah  terbukti  dan

beralasan  hukum,  serta  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana

kehendak Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan Jis.  Pasal  116 huruf (  f)  Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim

berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan  Agama,  maka semua biaya perkara  ini  dibebankan

kepada Pemohon untuk membayarnya; 

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1.  Menyatakan  Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut

untuk  menghadap sidang, tidak hadir;

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon) untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Padang;

4.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu,  tanggal  30  Desember  2024 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  28  Jumadilakhir  1446 Hijriyah,  oleh  kami  Drs.

Asman  Syarif,  M.HI,  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Yusnizar  dan  Efidatul

Akhyar,  S.Ag,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Prima Yenni, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

  Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

  Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, SH.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp   60.000,00

-  Proses : Rp   75.000,00

-  Panggilan : Rp   30.000,00

-  Meterai : Rp         10.000,00  
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J u m l a h       : Rp  175.000,00

 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah );
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